. 3 ——

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTAL

ANGGARAN PENDAPATAN D
TAHUN AN

DENGAN RAHMAT T

Menimbang:s a.

Mengingat =1,

1969 Nomor 47,
Nomor 2907);



7]

i3

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3568},
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688] sebagaimana telah diubab
dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Uncian.guﬂndang Nomer 21 Tahun 2007

tentang Bea Pemf&han I;Iak Atgg- Tanah d:
¢ Indone : Qﬂﬂ{} ’N—::lmc-r 13[}

U'ld:-jng{mdsngﬂcmmrzl m 2 )1

Provinsi Papua [Lmba.tm
Nomor 135, Tambahan Lemb

4151) sebagaimana tclah.
Tahun 2008 {entang |

Indonesia Nomor 4884);
Undang-Undang Nomm:

Undang-Undang Jorm
Pengelolaan dan

Nomor 5049); :




|_']‘||,'l.;1T'||" u:]-1]!|-_' Nemor 28 Tahun 2008 tcnfang Pﬂjﬂk Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Nomor

i.':-t"'“f"ﬂ],'
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemecrintahian
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Hw Republik Indonesia Nomor 5587)

Lol

sebagaimana telah diubah b - kali. te,rakh;r e Undang—
Undang Nomor 9 T ‘

Undang Undang Nomor 23 Tahun

Daerah (Lembaran Ard

58, Tambahan

Gaji Pegawai Negeri
11, Tambahan Lemb
3098) sebagaimana
Peraturan i

Lembaran Negara Re

17. Peraturan Pmmnmt:, :
Protokoler dar n

Tahun 2007 Nomm-
Indonesia Nomor 4712)
8. Peraturan 1
Pengeloldan
Negara Republik Ind
Lembaran Negara Reput



Bl
.

24

28,

25

30

g, Peraturan Permennts

. Peraturan Pemerintah Nomor S

. Peraturan  Pemerintah Nomor 79

. Peraturan Pemeriniah Nomor

.Peraturan Pemerintah Nomor &

Tahun 2005 tentang Pinjaman

: ik i Tahun 2005 Nomor
el (Lembaran Negars Republik mdc.lm o L ASTAY
Dacreh (Lemmbaran FOU T e Republik Indonesia Nomat 457;
3 Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

=
tah Nomor o

Peraturan  Pemesntah ' 3
Perirmbangan (Lembaran Mvegama publik 2 45?5!,
137, Tambahan Lembearan Negara Eqmblikbﬂxwﬂhﬂtf:m’ s

Peraturan Pemerntah Nomer S6 Tahun 2005 tentang Sistem

¢ ' ' : Indonesia
Informast Kepangean Daerah {Lembaran Negara Republik i

; blik
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repu
Indonesia Nomor 45761

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem
Indonesia Tahun 2005 Nomor:
Negara Republik InduncsiE-Nuﬂm{': :T-S
Peraturan Pemerintah Nomor 65
Peryusunan dan Penerapan Standar
Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik It}dmm

(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negata R

Pengelolaan Barang Mililkk Negarafl
Republik Indonesia Tahun 2006

Cara Pemberian dan Pemanfas
Daerah dan Retribusi Dae
Indonesia Tabun 2010

Peraturan Pemerintah Nomo
Akuntansi  Pemerintahan
Indonesia Tahun 2010 No
Negara Republik Indonesia 1
Peraturan Pemnerintah
(Lembaran Negara R
Tambahan Lembaran N
Peraturan Pemerin ah
Hak Keuangan dan -
Dewan Perwakilan | < [ ]
Indonesia Tahun 2017 N
Negara Republik Indone:
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3s.

Peraturan  Presiden  Nomor 54  Tahun 2010 teﬂt:;.‘:ﬁ
: Barpng/Jasa Pemerintah  seLagaimans telah  dil
hebempa kali terakhir dengan Perafiran Presiden H:tmur 70 Tahﬁ
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan meﬂdt‘ﬂ Nomor
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, _
ert Nomor 84 Tahun 2012 teniang Pengadaan

Pengadaan

5T -
INEEATR

Peraturan  Presid

: Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan

Provinsi Papua dart Provinsi Papua Barat [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1985

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tabun 2013

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinei Papua Tahun 2013 Nomor 24];

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah scbagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir de Peraturan Menteri
Dalam Meger! Nomor 21 Tahun 2 i
Atas Peraturan Menteri Dalam Ni

Tentang Pedoman Pengelo i
Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Menteri Dalam N

tentang Pengelompokan
Penganggaran dan Perta
Penunjang Operasional
Diacrah Serta Tata Cara Per
Intensif dan Dana Operasion:
Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Pemberian Hi
bersumber dari Anggaran
(Berita Negara Republik In
sehagaimana telah diubah
Negeri Nomor 39 Tahun 201
Peraturan Menterd Dalam :
tentang Pedoman Pemt
Bersumber dari '



Menetapikcan
Anpgearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun A

<
e |

3, Pembiavasn Daerah;

Sisa Lebih Pembiayaan Angearan Tahun bcrlmnm

(2]

&, Penerimaan
b, Pengeluaran

b. Dana Alokasi Umum Eﬂl T
C;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
dan
GUBERNUR PAPUA
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018,

Pasal 1

Pendapatan Daerah
Belanja Daerah

Surphis / (Defisit)

Pembigyaan Netto

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaleod
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b. Dena Perimbangan sejumlah
¢ Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seju

Pendapatan Asli Da.crah-aebaga_imam._

terdiri dari jenis pendapatan ; ;

a. Pajak Daerah sejumlah
b Retribusi Daerah sejumlah
¢, Hasil Pengelolasn Kekayaan

dipisahkan sejumlah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
sejumiah

Dana Perimbangan sehagaimeana di
pendapatan ;

4. Dana Bagl Hasil ;
paet F%akfﬁautmif

Dani Alokasi iKhusus sejur



{1)

2

()

(1)

{2}

Lain-lain Pendapatan Dagrah yang salt sebagaimana dimaksud pada ayat{l)

huritf o terdiri darijenis pendapatan:
. Hibah sejumlah Rp 6.100.000.000,00

b, Dana Darurat sejumiah Rp

¢.. Dana Penyesuatan/BOS Rp

d. Dana QGtonomi Khusus sejumiah Rp5.580,152.407.000,00

c. Dana Tambahan Infrastruldur sejumlah Rp2.400.000.000.000,00

f. Dana Insentif Dacrahk Rp

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp

Pemerintah Daerah lainnya sejumlah

Pasal 3

sud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

Belanja'Daerah s:hagmm,undun' :
‘Rpé& 91 643__442 591 oo

a. Belanja Tidak Langsung sejur
b, Belanja Langaung mjun;.h,ﬁ
Belanja Tidak Langsung se
dari jenis belanja ;

&, Belanja Pegawai m;]um}s;hs
Belanja bunga sejumlah
Belanja subsidi sejumlah
Belanja hibah sejumlah
Belanja bantizan s'daial-"'
Belanja bagi hasil ac;nmla.&,
Belanja bantuan: kc:ua.ngan
Belanja tidak terduga sejun
Ecta_rua Langsung scbagaimana
jenis belanja :
a. Belanja pegawal scjumlah
b. Belanja barang dan jasa s
¢.  Belanja modal sejumlah

a.n o

o BN |

i

.-.J.

Flfmbmyaanna.crah

Pem:ru'ﬂaan scba.ga,im
pembiayean )

a, Siza L:,t.-bﬁl Perhi

b:

c.



=g

Penpeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiavaan:

2, Pembentukan dana cadangan seiimiah Rp

b, Penvertaan modal {Investasi] pemerintah Rp  50.500.000.000,00
daerah sejumlah

€. Pembayaran pokok tutang sejumiah Rp -
d. Penenmaan pinjaman dasrah Rp =
Pasal &

Uraian lebih lanjut Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidalk terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdini dari :

I:

.

£

L4y

Gubernur menetapkan Per;
Pendapatan dan Belanja

. Lampiran IV

VI
7. Lampiran VII
VI

, Lampiran [X
. Lampiran X

.- Lampiran XII =R
. Lampiran XIII Daftar pinjarm

Lampiran [ ngkaaa-.nAPBD
Lampiran TI ngim.snn Mﬁ_ menurut Urusan Pemerintahan Dacrah

Lampiran Il

Lampiran V

Lampiran

Lampiran

Lampiran XI

Anggaran Pendapatan dan Belanj
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Pasal 7
feratipan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditndangkan.
Agar scliap orang mengetahuinys, memerintahloan pﬂnglmda.ngai; ‘ Pgramrﬂn
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.
Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 15 Januari 20 18
GUBERNUR PAPUA,

CAP/TTD
'LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
paca tanggal 16 Januari 2018
Sekretaris Daerah Provinei Papua
CAP/TTDY
T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI T
NOREG PERATURAN DAERAH |



LampiranI Peraturan Daerah

Nomor : 1 TAHUN 2018
Tanggal : 15 Januari 2018
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
RINGKASAN APBD
Tahun Anggaran 2018
URAIAN JUMLAH
1 2 3

4 PENDAPATAN 13.548.512.203.846,00

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.008.758.234.846,00
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah o -766.8-96-.255.-00-0,(;0-

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 118.797.242.530,00

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 53.580.182.602,00

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 75.484.574.714,00
4.2 DANA PERIMBANGAN L -4.-55;’:.5-01-.5é2.-0023,(;0 |
4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak o -76-1.2-57-.3(-)0.-00-0,(;0 |

4.2.2 Dana Alokasi Umum 2.570.118.273.000,00

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.222.125.989.000,00
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH L -7.-98E3.2-52-.4(-)7.-002),(;0 |
4.3.1 Pendapatan Hbah ;3.1-00-.0(-)0.-00-0,60 ]

4.3.5 Dana Otonomi Khusus 5.580.152.407.000,00

4.3.6 Dana Tambahan Infrastruktur 2.400.000.000.000,00

5 BELANJA 14.091.772.203.846,00

5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.919.643.442.591,00
5.1.1 Belanja Pegawai o -1.:505.6-57-.4(-)5.-74-4,(;0-

5.1.4 Belanja Hibah 2.195.798.233.373,00

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 184.977.208.904,00

5.1.6 Belanja Bagi Hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota 387.434.296.504,00

5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kampung dan Partai Politik 4.627.776.298.066,00

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 14.000.000.000,00
5.2 BELANJA LANGSUNG L -5.-172.1-28-.7é1.-25-5,(;0 |
5.2.1 Belanja Pegawai o -21;.6-27-.4(-)3.-81-5,(;0 |

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.524.178.452.397,00

5.2.3 Belanja Modal 2.432.322.905.043,00

SURPLUS / (DEFISIT) (543.260.000.000,00)

6 PEMBIAYAAN 0,00

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 593.760.000.000,00
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya T 259;.7-60-.0(-)0.-00-0,60 ]
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH [~ SE).S-OO-.O(-)O.-OO-fJ,(;O |
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | 56.5-00-.0(-)0.-005,60 ]

PEMBIAYAAN NETTO 543.260.000.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00

JAYAPURA, 15 Januari 2018
GUBERNUR PAPUA

Lukas Enembe, S.IP, MH

RINGKASAN APBD

Halaman ke 1 dari 1

Printed by PapuaPuAnggaran




Lampiran II Peraturan Daerah

Nomor
Tanggal

: 1 TAHUN 2018
: 15 Januari 2018

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Tahun Anggaran 2018

BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 113.908.145.100,00 472.846.947.000,00 2.101.657.922.386,00 2.574.504.869.386,00
1.01 Pendidikan 0,00 136.184.207.000,00 184.315.500.000,00 320.499.707.000,00
101.1.101 | DimasPendidkan 0,00 |  136.184.207.00000 |  184315500.000,00 |  320.499.707.000,00
1.02 Kesehatan | -11-3.-825.1-45-.1(30,-00- | -2?:5.62;9.5-52-.0(-]0,-00- | -6658.-201.4-87-.5§5,-00- | -9(;3.-232-1.0-39-.5;5,-00-
1.02.1.2.01 Dinas Kesehatan o ;5é.5-13-.6(-)0,-00- [ 6;0.;58;.8-75-.0(-)0,-00- | -13:9.-62;).4-62-.5§5,-00- | -2(;0.-51;.?:37-.5.’:5,-00-
1.02.1.2.02 Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura 76.271.915.000,00 96.641.092.000,00 351.718.283.770,00 448.359.375.770,00
1.02.1.2.03 Rumah Sakit Umum Daerah Abepura 33.959.716.500,00 63.385.739.000,00 136.690.241.230,00 200.075.980.230,00
1.02.1.2.04 Rumah Sakit Jiwa 3.138.000.000,00 14.114.846.000,00 40.163.500.000,00 54.278.346.000,00
1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |~ 86.0-00-.0(-)0,-00- o 4;9.;34;.3:88-.0(-)0,-00- - 1?02;9.;36:1.(;00-.0(-)0,50- - 1?13:9.-70;9.?;88-.0(30,-00-
1.03.1.3.01 Dinas Pekerjaan Umum T 86.0-00-.0(-)0,-00- L ‘;9.-84;.3-88-.0(-)0,-00- | 1?02;9.-86:1.0-00-.0(-)0,-00- | 1?1:‘;9.-70;.3-88-.0(30,-00-
1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |~ 0,-00 ----- 6.;19-1.8-66-.0(-)0,-00- o 9-3.210(-).0-00-.0(-)0,-00- o 9-9.5391.8-66-.0[-)0,-00-
1.04 . 1.4.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan |~ 0,-00 ----- 6.;19-1.8-66-.0(-)0,-00- L 9-3.210(-).0-00-.0(-)0,-00- L 9-9.5391.8-66-.0(-)0,-00-
1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 0,-00- o 1-8.61!-5.6-30-.0(-)0,-00- o ‘;8.2146.614-.851,-00- o 66.:}5;3.2-44-.851,-00-
1.05.1.5.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politk [0 oo 0,-00 ----- 7.23521.9-00-.0(-)0,-00 ----- 9 .-77E).0-00-.0(-JO,-00- L 1-7.-72;1.500-.0(-)0,-00-
1.05.1.5.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 10.060.730.000,00 34.700.000.000,00 44.760.730.000,00
1.05.4.1.18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 0,00 3.970.614.831,00 3.970.614.831,00
1.06 sosial 0,-00- L 2-7.-286.3-04-.0(-)0,110- L 1-7.213;3.?:20-.0(30,-00- L ‘;4.-71é.6-24-.060,-00-
1.06 . 1.6.01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Spil [0 0,-00- [ 2-7.-286.3-04-.060,-00- [ 1-7.;13;3.?:20-.0(30,-00- [ ‘;4.-71(-5.6-24-.0(30,-00-
2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 803.599.180,00 186.390.861.000,00 1.504.795.914.753,00 1.691.186.775.753,00
2.01 Tenaga Kerja 136.396.000,00 24.440.189.000,00 6.287.603.405,00 30.727.792.405,00
201.2.101 | Dinas Tenaga Kerja | 13639600000 | 24440.189.00000 | 6.287.603.405,00 | 30.727.792.405,00
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Amak |~ 0,-00 ----- 7.-32-6.3-13-.0(-)0,-00 ----- 8 .élé.z;oo_.oéo,_oo_ o 1-6.-24£.7-13-.0(-)0,-00-
2.02.2.2.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 0,-00 ----- 7.-32-6.3-13-.0(-)0,-00 ----- 8 .élé.‘;OO-.O(;O,-OO- L 1-6.-24i.7-13-.0(-)0,-00-
2.03 Pangan 0,-00- o 1-0.-84;.1-17-.0(-)0,-00- o 1-6.E)0E).0-00-.0(;0,-00- o 2-6.-84;.1-17-.0[-)0,-00-
2.03.2.3.01 Dinas Ketahanan Pangan 0,-00- [ 1-0.-84;.1-17-.0(-)0,-00- [ 1-6.-006.0-00-.0(30,-00- [ 2-6.-84;.1-17-.0[-)0,-00-
2.04 Pertanahan 0,-00 ---------- 0,-00 ----- (-’50(-).0-00-.0[-)0,-00- o -606.0-00-.0(-)0,-00-

Printed by PapuaPuAnggaran

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Halaman ke 1 dari 4




BELANJA

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
2.04.1.4.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00
2.05 Lingkungan Hidup o 0,-00- L 1-0.-91é.2-47-.0(-)0,-00 ----- 8 .E)OE).O-OO-.O(-)O,-OO- L 1-8.-91;3.2-47-.060,-00-
2.05.2.5.01 Dinas Pengelola Lingkungan Hidup [0 0,-00- [ 1-0.-91E3.2-47-.0(-)0,-00 ----- 8 .E)OE).O-OO-.O(-)O,-OO- [ 1-8.-91;3.2-47-.0(-)0,-00-
2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil [0 0,-00 ---------- 0,-00 ----- 3.;125.1-06-.0(30,-00 ----- 3.;}25.1-06-.060,-00-
2.06 . 1.6.01 Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Spil [0 0,-00 ---------- 0,-00 ----- 3.;12;.1-06-.0(30,-00 ----- 3.;}25.1-06-.060,-00-
2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa |0 0,-00- o 1-2.:555.9-15-.060,-00- o 1-3.E)0(-).0-00-.0(30,-00- o 2-5.:555.9-15-.060,-00-
2.07.2.7.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung [ 0,-00- L 1-2.:555.9-15-.060,-00- L 1-3.606.0-00-.060,-00- L 2-5.:555.9-15-.0(-)0,-00-
2,09 Perhubungan | 36720318000 |  24.403.958.00000 |  180.000.000.000,00 |  204.403.958.000,00
209.2901 | Dinas Perhubungan | 36720318000 |  24.403.958.00000 |  180.000.000.000,00 |  204.403.958.000,00
2.10 Komunikasi dan Informatika [~ 56.0-00-.0(-)0,-00- o 2-3.E’>1é.1-34-.0(-)0,-00- o (;1.-83(-).8-85-.3‘;8,-00- o 8-5.-145.0-19-.3‘-18,-00-
2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatka [~ 56.0-00-.0(-)0,-00- [ 2-3.E’>1é.1-34-.0(-)0,-00- [ 5-8.;591.1-00-.0(30,-00- [ E;Z.-205.2-34-.0(-)0,-00-
2.10.4.1.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 2.939.785.348,00 2.939.785.348,00
2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |~ 26.0-00-.0(-)0,-00- o 1-1.;3é.4l-67-.0(-)0,-()0 ----- 9 .;301.0-00-.0(30,-00- o 2-1.-73;.4-67-.0[-)0,-00-
2.11.2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah [~ ZE).O-OO-.O(-)O,-OO- [ 1-1.-93é.4-67-.0(-)0,-00 ----- 9 .2301.0-00-.0(;0,-00- [ 2-1.-73;.4-67-.0[-)0,-00-
2.12 PenanamanModal 0,-00 ----- 8.-205.4-02-.0(-)0,60 ----- 8 .E)OE).O-OO-.O(SO,-OO- L 1-6.-20i.4-02-.0[-)0,-00-
2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintw |~ 0,-00 ----- 8.-205.4-02-.0(-)0,-00 ----- 8 .E)O(-).O-OO-.O(;O,-OO- L 1-6.-202.4-02-.0[-)0,-00-
2.13 Kepemudaan dan Olah Raga o -236.0-00-.0(-)0,-00- L 1-6.-285.6-39-.0(-)0,-00- | 1?17-5.Ei3t-3.7-20-.0(-)0,-00- | 1?19-1.-92(-5.3-59-.0(;0,-00-
2.13.2.13.01 Dinas Olah Raga dan Pemuda o -236.0-00-.0(-)0,-00- L 1-6.-285.6-39-.0(-)0,-00- | 1?17-5.E33(-5.7-20-.0(;0,-00- | 1?19-1.-92é.3-59-.0(;0,-00-
2.14 statisik 0,-00 ---------- 0,-00- o -2921.2-00-.0(-)0,-00" o -29:}.2-00-.0(-)0,-00-
2.14.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatka [ 0,-00 ---------- 0,-00- o -29:1.2-00-.0(-)0,-00“ S -29:}.2-00-.0(-)0,-00-
2.16 Kebudayaan 0,-00- L 1-2.-78:}.8-71-.0(-)0,-00 ----- 8 .E)OE).O-OO-.O(-)O,-OO- L 2-0.-78:1.8-71-.0(-)0,-00-
2.16. 2.16.01 Dinas Kebudayaan 0,-00- L 1-2.-78:}.8-71-.0(-)0,50 ----- 8 .E)OE).O-OO-.O(SO,-OO- L 2-0.-78:1.8-71-.060,-00-
217 Perpustakaan . [ormmmrs 000 2337060900000 | 3.954.152.505,00 | 27.324.761.595,00
2.17 .2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [T 0,-00- L 2-3.576.6-09-.060,-00 ----- 3.-954-1.1-52-.555,-00- L 2-7.-32:1.7-61-.555,-00-
2.18 Kearsipan ey o0| o0 | 104584740500 | 1.045.847.405,00
2.18.2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan [0 0,-00 ---------- 0,-00 ----- 1.64;.8-47-.4(;5,-00 ----- 1.;)4:5.8-47-.465,-00-
3 Urusan Pilihan 2.619.498.250,00 159.360.146.000,00 371.439.636.595,00 530.799.782.595,00
3.01 Kelautan dan Perikanan 180.000.000,00 17.734.207.000,00 34.224.100.000,00 51.958.307.000,00
3.01.3.1.01 Dinas Kelautan dan Perikanan o -186.0-00-.0(-)0,-00- [ 1-7.-7321.2-07-.0(-)0,-00- [ 3:4.-22‘-1.1-00-.0(30,-00- [ 5-1.;)553.?:07-.0(-)0,-00-
3.02 Pariwisata o -156.9-84-.8(-)0,-00" o 1-1.-96é.1-85-.0(-)0,-00- o 1-3.-50é.4-00-.0(;0,-00" o 2-5.21721.5-85-.0[-)0,-00-
3.02.3201 | Dinas Pariwisata | 15098480000 |  11.968.185.00000 |  13.506.400.000,00 |  25.474.585.000,00
3.03 Pertanian L -1.-11!-5.0-00-.0(-)0,-00“ o 7-0.-855.6-44-.0(-)0,-00- | -11-2.2351.5':10-.0(30,-00" ) -18-3.-20;.1-54-.0(30,-00-
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BELANJA
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
3.03.3.3.01 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 295.000.000,00 45.352.510.000,00 51.351.510.000,00 96.704.020.000,00
3.03.3.3.02 Dinas Perkebunan 220.000.000,00 13.327.477.000,00 30.500.000.000,00 43.827.477.000,00
3.03.3.3.03 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 600.000.000,00 12.173.657.000,00 30.500.000.000,00 42.673.657.000,00
3.04 Kehutanan e 11.500.000,00 | 27.489.245.000,00 |  63.172.230.000,00 |  90.661.475.000,00
304.3401 | Dimaskehutanan [ 11.500.000,00 | 27.489.245.000,00 |  63.172230.000,00 |  90.661.475.000,00
3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral |7 0,-00- L 1-6.-142.2-33-.060,-00- | -13:4.-72;.600-.0(-)0,-00- | -15-0.-86;.2-33-.0(30,-00-
3.05.3.5.01 Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral [0 0,-00- L 1-6.-145.2-33-.060,-00- B -13:4.-72;.(;00-.0(-)0,-00- B -15-0.-86;.2-33-.060,-00-
3.06 Perdagangan | 116201345000 | 1517263200000 |  13.000.000.000,00 |  28.172.632.000,00
3.06. 3.6.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan o -1.-165.0-13-.4;0,-00- L 1-5.-172.6-32-.0(-)0,-00- L 1-3.60(-).0-00-.0(30,-00- L 2-8.-17£.6-32-.0(-JO,-00-
3.08 Transmigrasi 0,-00 ---------- 0,-00 ----- 216£.3-96-.5‘_;5,-00 ----- ;162.3-96-.55-)5,-00-
3.08.2.1.01 Dinas Tenagakeria oo 0,-00 ---------- 0,-00 ----- 216i.3;96-.5‘_;5,-00 ----- :162.3-96-.55-)5,-00-
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 13.431.180.961.316,00 8.101.045.488.591,00 1.194.235.287.521,00 9.295.280.776.112,00
4.01 Administrasi Pemerintahan 9.030.000.000,00 259.343.625.000,00 984.267.242.132,00 1.243.610.867.132,00
4.01.4.1.01 Dewan Perwakilan Rakyat Papua oo 0,-00- [ 5-5.-63;3.(;13-.0(-)0,-00 ---------- 0,-00- [ 5-5.25354.0-13-.0[-)0,-00-
4.01.4.1.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0,00 242.721.000,00 0,00 242.721.000,00
4.01.4.1.03 Sekretariat Daerah 600.000.000,00 134.955.154.000,00 414.214.656.963,00 549.169.810.963,00
4.01.4.1.04 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 0,00 13.887.369.000,00 470.000.000.000,00 483.887.369.000,00
4.01.4.1.08 Badan Penghubung Daerah 50.000.000,00 4.465.520.000,00 8.000.000.000,00 12.465.520.000,00
4.01.4.1.10 Majelis Rakyat Papua 0,00 21.174.373.000,00 0,00 21.174.373.000,00
4.01.4.1.11 Sekretariat Majelis Rakyat Papua 0,00 6.882.891.000,00 67.868.200.000,00 74.751.091.000,00
4.01.4.1.15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8.380.000.000,00 13.636.055.000,00 19.555.000.000,00 33.191.055.000,00
4.01.4.1.18 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 8.461.529.000,00 4.629.385.169,00 13.090.914.169,00
4.02 Pengawasan 0,-00- L 1-8.-13;3.9-72-.0(-)0,110- L 3-0.E)0(-'.).0-00-.0(30,-00- L ‘;8.-135.9-72-.060,-00-
4.02 . 4.2.01 Ispektorat 0,-00- L 1-8.-135.9-72-.060,-00- L 3-0.60(-'.).600-.0(30,-00- L ‘;8.-135.9-72-.0(-)0,-00-
4.03 Perencanaan ooy 0,00 2011396400000 | 5632205000000 |  85.436.014.000,00
4.03.4.1.03 Sekretariat Daerah oo 0,-00 ---------- 0,-00- o -73;.0-50-.0(-)0,-00- o -73;.0-50-.0(-)0,-00-
4.03.4.3.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 29.113.964.000,00 55.585.000.000,00 84.698.964.000,00
4.04 Keuangan | -13?42-2.-15(-).9-61-.3£6,-00- | -7-.77-0.;)0;.9-49-.5‘.;1,-00- | -10-2.-70;.9-15-.3é9,-00- | -7?87-3.;51;.8-64-.9é0,-00-
4.04 . 4.4.05 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah | -12?6()-6.213é.7-26-.3£6,-()0- | 7-.7(;4.237‘?9.1-03-.5‘.;1,-00- [ 5-1.-70;.9-15-.3é9,-00- | 7?7.’:5.-78;.0-18-.9é0,-00-
4.04 . 4.4.12 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 815.712.235.000,00 66.826.846.000,00 51.000.000.000,00 117.826.846.000,00
4.05 Kepegawaian T 0,-00- o 1-4.:11é.7-64-.0(-)0,-00- o 1-2.213é.0-80-.0(30,-00- o 2-6.-85;1.8-44-.0[-)0,-00-
4.05.4.5.13 Badan Kepegawaian Daerah oo 0,-00- [ 1-4.:11é.7-64-.0(-)0,-00- [ 1-2.213;3.0-80-.0(;0,-00- [ 2-6.-8521.8-44-.0[-)0,-00-
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BELANJA

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN
TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA
1 2 3 4 5 6
4.07 Penelitian dan Pengembangan o 0,-00 ----- 9.-12;3.2-14-.0(-)0,50 ----- 8 .-SOE).O-OO-.O(-)O,-OO- o 1-7.;32é.2-14-.060,-()0-
4.07 . 4.7.06 Badan Penelitian dan Pengembangan [0 oo 0,-00 ----- 9.-12;3.2-14-.0(-)0,-00 ----- 8 .:506.0-00-.0(-)0,-00- L 1-7.252é.2-14-.0(-)0,-()0-
JUMLAH 13.548.512.203.846,00 8.919.643.442.591,00 5.172.128.761.255,00 14.091.772.203.846,00
SURPLUS / (DEFISIT) (543.260.000.000,00)
PEMBIAYAAN
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH SILPA TAB
PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO
1 2 3 4 5 6
4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 593.760.000.000,00 50.500.000.000,00 543.260.000.000,00 0,00
4.04 Keuangan 593.760.000.000,00 50.500.000.000,00 543.260.000.000,00 0,00
4.04 . 4.4.05 Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah | -553.-76(-).0-00-.060,-00- L 5-0.-506.0-00-.0(-)0,-00- | -54;3.-26(-).0-00-.0(-)0,-00 ---------- 0,-00-
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 0,00

JAYAPURA, 15 Januari 2018
GUBERNUR PAPUA

Lukas Enembe, S.IP, MH
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Nomor
Tanggal

Lampiran V Peraturan Daerah

: 1 TAHUN 2018
: 15 Januari 2018

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Tahun Anggaran 2018

BELANJA
KODE URAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH
PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7
1 PELAYANAN UMUM 716.094.488.744,00 7.409.986.036.847,00 90.365.935.800,00 1.046.202.672.283,00 128.337.612.191,00 9.390.986.745.865,00
1 2 [ 03 [ Pangan 10.843.117.000,00 0,00 566.150.000,00 15.227.850.000,00 206.000.000,00 26.843.117.000,00
1 2 | 10 | Komunikasi dan Informatika 23.318.134.000,00 0,00 3.615.875.000,00 51.947.748.088,00 6.267.262.260,00 85.149.019.348,00
1 2 | 14 | Statistik 0,00 0,00 0,00 294.200.000,00 0,00 294.200.000,00
1 2 | 18 | Kearsipan 0,00 0,00 0,00 845.847.405,00 200.000.000,00 1.045.847.405,00
1 | 4 | 01| Administrasi Pemerintahan 259.343.625.000,00 0,00 61.250.970.800,00 819.234.622.546,00 103.781.648.786,00 1.243.610.867.132,00
1 4 | 02 | Pengawasan 18.138.972.000,00 0,00 3.256.860.000,00 26.735.640.000,00 7.500.000,00 48.138.972.000,00
1 4 | 03 | Perencanaan 29.113.964.000,00 0,00 8.426.280.000,00 47.825.770.000,00 70.000.000,00 85.436.014.000,00
1 4 | 04 | Keuangan 360.919.912.744,00 7.409.986.036.847,00 12.313.800.000,00 73.038.914.244,00 17.355.201.145,00 7.873.613.864.980,00
1 4 | 05| Kepegawaian 14.416.764.000,00 0,00 936.000.000,00 11.052.080.000,00 450.000.000,00 26.854.844.000,00
3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 18.015.630.000,00 0,00 19.454.242.644,00 28.776.424.535,00 209.947.652,00 66.456.244.831,00
3 1 [ 05| Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungar] 18.015.630.000,00 0,00 19.454.242.644,00 28.776.424.535,00 209.947.652,00 66.456.244.831,00

Masyarakat

4 EKONOMI 228.933.892.000,00 0,00 31.270.388.263,00 481.185.388.124,00 62.103.667.018,00 803.493.335.405,00
4 | 2 | 01| Tenaga Kerja 24.440.189.000,00 0,00 234.000.000,00 5.863.103.405,00 190.500.000,00 30.727.792.405,00
4 | 2 | 07 | Pemberdayaan Masyarakat Desa 12.558.915.000,00 0,00 615.525.000,00 12.299.552.850,00 84.922.150,00 25.558.915.000,00
4 [ 2 ] 09| Perhubungan 24.403.958.000,00 0,00 504.000.000,00 155.278.500.000,00 24.217.500.000,00 204.403.958.000,00
4 [ 2 | 11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11.936.467.000,00 0,00 1.193.020.000,00 8.607.980.000,00 0,00 21.737.467.000,00
4 [ 2 | 12| Penanaman Modal 8.202.402.000,00 0,00 489.500.000,00 7.249.012.000,00 261.488.000,00 16.202.402.000,00
4 [ 3 | 01| Kelautan dan Perikanan 17.734.207.000,00 0,00 1.128.643.002,00 12.685.376.838,00 20.410.080.160,00 51.958.307.000,00
4 | 3 | 03| Pertanian 70.853.644.000,00 0,00 5.746.463.613,00 94.371.670.237,00 12.233.376.150,00 183.205.154.000,00
4 | 3 | 04| Kehutanan 27.489.245.000,00 0,00 20.119.670.000,00 38.536.220.000,00 4.516.340.000,00 90.661.475.000,00
4 | 3 | 05 [ Energi dan Sumberdaya Mineral 16.142.233.000,00 0,00 610.400.000,00 134.112.600.000,00 0,00 150.865.233.000,00
4 | 3 | 06 | Perdagangan 15.172.632.000,00 0,00 629.166.648,00 12.181.372.794,00 189.460.558,00 28.172.632.000,00
5 LINGKUNGAN HIDUP 10.916.247.000,00 0,00 468.800.000,00 7.089.943.583,00 441.256.417,00 18.916.247.000,00
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BELANJA

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

KODE URAIAN JUMLAH
PEGAWAI LAINNYA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8=3+4+5+6+7
5| 2 | 05| Lingkungan Hidup 10.916.247.000,00 0,00 468.800.000,00 7.089.943.583,00 441.256.417,00 18.916.247.000,00
6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 56.337.254.000,00 0,00 9.315.598.209,00 279.469.410.226,00 894.478.991.565,00 1.239.601.254.000,00
6 | 1 | 03| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49.845.388.000,00 0,00 7.202.608.209,00 188.399.900.226,00 894.261.491.565,00 1.139.709.388.000,00
6 | 1 | 04| Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6.491.866.000,00 0,00 2.112.990.000,00 91.069.510.000,00 217.500.000,00 99.891.866.000,00
7 KESEHATAN 235.029.552.000,00 0,00 40.144.588.899,00 411.779.689.976,00 216.277.208.680,00 903.231.039.555,00
7 | 1|02 Kesehatan 235.029.552.000,00 0,00 40.144.588.899,00 411.779.689.976,00 216.277.208.680,00 903.231.039.555,00
8 PARIWISATA DAN BUDAYA 24.753.056.000,00 0,00 1.602.740.000,00 19.447.375.000,00 456.285.000,00 46.259.456.000,00
8 | 2 | 16 | Kebudayaan 12.784.871.000,00 0,00 674.400.000,00 7.070.600.000,00 255.000.000,00 20.784.871.000,00
8 | 3 |02]| Pariwisata 11.968.185.000,00 0,00 928.340.000,00 12.376.775.000,00 201.285.000,00 25.474.585.000,00
10 PENDIDIKAN 175.844.455.000,00 0,00 22.550.670.000,00 212.452.836.360,00 |  1.128.902.866.235,00 1.539.750.827.595,00
10| 1 | 0t | Pendidikan 136.184.207.000,00 0,00 13.489.770.000,00 112.710.631.000,00 58.115.099.000,00 320.499.707.000,00
10| 2 | 13 | Kepemudaan dan Olah Raga 16.289.639.000,00 0,00 8.261.700.000,00 96.738.242.725,00 | 1.070.636.777.275,00 1.191.926.359.000,00
10| 2 | 17 | Perpustakaan 23.370.609.000,00 0,00 799.200.000,00 3.003.962.635,00 150.989.960,00 27.324.761.595,00
11 PERLINDUNGAN SOSIAL 34.606.617.000,00 0,00 327.360.000,00 29.070.812.825,00 383.653.175,00 64.388.443.000,00
11| 1] 06| Sosial 27.280.304.000,00 0,00 15.360.000,00 17.037.306.825,00 383.653.175,00 44.716.624.000,00
11| 2 [ 02 [ Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.326.313.000,00 0,00 312.000.000,00 8.604.400.000,00 0,00 16.242.713.000,00
11| 2 | 06 [ Administrasi Kependudukan dan Capil 0,00 0,00 0,00 3.429.106.000,00 0,00 3.429.106.000,00

JUMLAH

1.500.531.191.744,00

7.409.986.036.847,00

215.500.323.815,00

2.515.474.552.912,00

2.431.591.487.933,00

14.073.083.593.251,00
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